
WALi KOTA PALANGKA RAYA 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR f~ TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANAPEWiBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH 
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025-2045 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA PALANGKA RAYA, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kota Palangka Raya 

Tahun 2025-2045; 

Mengu"lgat , 
.1.. 
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Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan 

Mengubah Undang-Unda.."'lg Nomor 27 Tahun 1959, 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 48, Ta..mba..h.an Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2753); 
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerfr1tahan Daera..h. (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Ta..11.un 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah 

Daereah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nonor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 194; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemer.u.'1.ta...11. Nomor 2 Tal1un 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

negara Republik Indonesia Nomor 6 178); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2000 tentang Pengarus-utamaan Gender dalam 

Pembangunan; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hid up Strategis Dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 
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19. Pera tu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

20. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

21 . Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapa.n. Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

22. Keputu.san Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifi.kasi, Validasi, dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, 

Nomenklatu.r Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; 

24. Peratu.ran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 

2019 ten tang Pembentu.kan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota 

Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya 

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 

Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Palangka Raya Nomor 2; 

25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 

2019 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Palangka Raya Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota 

Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 1); 

26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 

2019 ten tang Pembentu.kan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka 

Raya Nomor 16); 



Menetapkan 

-5-

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 
dan 

WALI KOTA PALANGKA RAYA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 

TAHUN 2025-2045. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya. 

2 . Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3 . 

4. 

5. 

6. 

Kepala Daerah adalah W ali Kota Palangka Raya. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Palangka Raya. 

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah 

unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP 

Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan 

nasional untuk periode 20 {dua puluh) tahun terhitung 

sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) Tahun yang 
memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka 

panjang Kota Palangka Raya. 
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Palangka Raya yang selanjutnya disebut RPJMD adalah 

dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 
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9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

11. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok adalah instrument 

kebijakan yang berisi satu atau lebih strategi yang akan 

dlaksanakan oleh perangkat daerah untuk melaksanakan 

misi, guna mencapai sasaran pokok tahapan lima 

tahunan RPJPD. 

BAB II 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 2 

(1) Program pembangunan daerah periode 2025-2045 

dilaksanakan sesuai dengan RPJPD. 

(2 ) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1} adalah sebagaimana tersebut 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 

Pasal 3 

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah 

pembangunan Daerah yang mengacu pada RP JPN. 

Pasal 4 

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 da__l'l 

Pasal 3, terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI UMUM 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

VISI DAN MISI DAERAH 

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK 

PENUTUP 

Pasal 5 

(1) RPJPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi 

pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, 

misi, dan program W a1i Kota. 
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(3) Dalam penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), harus memperhatikan RPJM Nasional. 

Pasal 6 

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan 

dan untuk menghindarkan kekosongan rencana 

pembangunan daerah, W a1i Kota yang sedang 

memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya 

diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) u ntuk tahun pertama periode pemerinta...½.ai~ Wali 

Kota berikutnya. 

{2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan 

sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan 

Wali Kota berikutnya. 

BAB III 

PENGENDALIAN DAN EV ALUASI 

Pasal 7 

( 1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan RPJPD. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan 

dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana 

pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan 

pemantauan dan pengawasan. 

Pasal 8 

( 1) Hasil pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

melakukan peninjauan kembali terhadap RPJPD Tahun 

2025-2045, sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

(2) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) memerlukan perubahan terhadap 

Lampiran Peraturan Daerah ini, Penyusunan perubahan 

RPJPD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan 

penyusunan RPJPD. 
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BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 9 

( 1) Ketentuan mengenai RPD yang telah ada, masih tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 

Daerah ini. 

(2) Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah wali kota dan wakil wali 

kota dilantik. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Daerah rm mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal :1 Oesurt.ber ~?-4 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal 1 !J ~ember :W). "( 

AKHM.AIJ1iusAIN 

Pj. SEKRETARIS D~OTA PALANGKA RAYA, 

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR {1 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINS! 
KALIMANTAN TENGAH : 15, 91/2024 




